
SALINAN

BUPATI PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG

BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA PEKON, PERANGKAT
PEKON,DAN TUNJANGAN KEPALA PEKON, PERANGKAT PEKON,

PENGURUS BADAN HIPPUN PEMEKONAN, RUKUN TETANGGA SERTA
HONORARIUM TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

BUPATI PRINGSEWU,

bahwa unruk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Ayat (5) dan
Pasal 82 Ayat (3) Peraturan Pemermtah Namor 43 Tahun 2014
tenteng Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomar 6 Tahun
2014 tcntang Desa sebagaimana tclah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomar 47 Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Pekon,
Perangkat Pekon, dan tunjangan Kepala Pekon, Perangkat Pekon,
Pengurus Badan Hippuii Pemckonaji, Rukrun Tctangga serta
Honorarium Tahun 2017;

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang
PembcntukaTi Kahupaten Pringsewu di Provinsi Lampung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4932);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Numor
5495);

4. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemenntah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5537) Sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);



5. Peraturan Pemerintah Nomar 43 Tabun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana tclah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2D15
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5717);

6, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2U14 tentang
pedaman Prngrlolaan Kcuangan Desa (Bente Negara
Republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembculukau Produk Hukum Daerah (Bcrita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 07 Tahun
2010 tentang Pokok-pokok Pcngelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran daerah Kabupaten pringsewu Tahun 2010 Nomor
07);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 03 Tahun
2013 tentang Alokasi Dana Pekon (Lembaran Daerah
Kabupaten Pringsewu Tahun 2013 Nomor 03) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu
Nomor 01 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten
Pringsewu Tahun 2016 Nomor 01);

10. Pernti trari Bupati Pringsewu Nomor lb Tahun 2015 tentang
Fetunjuk tcknife pcngclolaan Alokasi Dana Pekon (Lembaran
Daerah Kabupaten Pnngsewu Tahun 2015 Nomor 16);

11, Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 20 Tahun 2015 tentang
Pcdoman Pcngelolaan Kcuangan P&kon (Lembaran Daerah
Kabupaten Pringsewu Tahun 2015 Nomor 20).

MEMUTUSKAN:

Mcnetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP
KEPALA PEKON, PERANGKAT PEKON, DAN TUNJANGAN
KEPALA PEKON, PERANGKAT PEKON, PENGURUS BADAN
HIPPUN PEMEKONAN, RUKUN TETANGGA RERTA
HONORARIUM TAHUN 2017.



BABI
KETENTUAN UMÜM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pringaewu;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;

3. Bupati adalah Bupati Pringsewu;
4, Pekon adalah nama lain desa di Kabupaten Pringsewu

merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asel usul
dan/atau hak tradisional yang diakur dan dihormati dalam
sistcm prmerinlahan Negara Kesatuan Ecpublik Indonesia;

5, Pemerintahan Pekon adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Pekon dan Badan Hippun
Pemekonan dan mengatur serta mengurus kepentingan
masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara
Republik Indonesia dan berada di Daerah Kabupaten
Praigsewu;

6. Pemerintah Pekon adalah Kepala Pekon dan Perangkat Pekon
sebagai unaur penyelenggaraan pemerintahan Pekon;

7. Badan Hippun Pemekonan yang aelanjutnya disingkat BHP
adalah nama lain dari Badan Permusyawaratan Desa
merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi
pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dan
pcnduduk pckon berdasarkan ketcrwalrilan wilayah dan
ditetapkan secara rlemokratis;

8. Kepola Pekon adalah Kkpala Desa dalam Kabupaten
Pringscwu sebagai KepaU pemerintahan Pekon adalah
pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Pekon yang
karena jabatannya mempunyai kewenangan
nicnyeknggarakan keselumhan pengelolaan keuorgan
Pekon;

9. Perangkat Pekon adalah Unsur Pemerintah Pekon yang terdiri
dari Sekretaris Pekon, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan
Kepala Dusun;

lO.Rukun Tetangga adalah lembaga yang dibentuk melalui
musyawarah masyarakat setempat dalam rangka membantu
menjalankan tages pciayanan kepada maayarakat yang
ditetapkan oleh kepala Pekon atari lilrah.

11. Penghasilan tetap adalah penghasilan yang diterima oleh
Kepala Pekon dan Perangkat Pekon secara teratur setiap
bulan.



12. Tunjangan Kepala Pekon dan Perangkat Pekon adalah
tunjangan yang diberikan kepada Kepala Pekon dan
Perangkat Pekon seisin dart penghasüan tetap.

13. Tunjangan BHP adalah tunjangan yang diberikan kepada
Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BHP dalam
rangka melakisanakan tugas dan fungsi terhadap
pemerintahan Pekon.

14. Timjangan Rukun Tetangga adalah tunjangan yang diberikan
untuk Ketua Rukun Tetangga.

15. Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Pringsewu.

16. Anggaran pendapatan dan Belanja Pekon, selanjutnya
disebut APBPekon, adalah rencana keuangan tahunan
Pemerintahan Pekon .

BAB1I
PENGHASHAN TETAP KEPALA PEKON

DAN PERANGKAT PEKON

Pasal2
(L) Kepala Pekon dan Perangkat Pekon diberikan penghasüan

tetap setiap bulannya.

(2) Besaran penghasüan tetap Sekretans Pekon paling sedikit 70
% (tujuh puluh persexatua) dan paling banyak 80 % (dclapan
puluh perseratvs) dari pemghasilan tetap Kepala Pekon per
bulan.

(3) Besaran penghasüan tetap Pferangkat Pekon selain Sekretaria
Pekon paling sedikit 50 % (lima puluh perseratus) dan paling
banyak 60 % (enam puluh perseratus) dari penghasüan tetap
Kepala Pekon per buien.

(4) Besaran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalfim lampiran 1 yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
mi.

Pasal 3

Kepala Pekon dan P^rangkat Pekon yang berstatus sebagai
Pegawai Negen Sipil tidak berhak menerima penghasüan tetap
dari APBPekom



BAB 111

TUNJANGAN KEPALA HEKON, PERANGKAT PEKON,
PENGURUS BADAN HIPPUN FEMEKONAN,

DAN RUKUN TETANGGA

Pasal 4

(1) Kepala Pekon dan Perangkat Pekon diberikan tunjangan
selain penghasilan tetap.

(2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
sctiap bulan.

(3) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (11
ditetapkan sebagaimana tencantum dalam lampiran I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pcraturan Bupati
ini.

Pasal 5

Kepela Pekon atau penjabat kepoln pekon dan Perangkat Pekon
yang bcrstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil berhak menerima
tunjangan dari APBPekon.

Pasal 6

(1) Pengurus Badan Hippun Pemekonan diberikan tunjangan.
(2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan

setiap bulan.
(3) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1|

ditetapkan sebagaimana tercanturn dalam lampiran [ yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pcralurari Bupati
ini.

Pasal 7

(1) Rukun TctangRa yang bcrkedudukan di Pekon diberikan
tunjangan.

(2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
setiap bulan.

(3) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (H
ditetapkan sebagaimana tencantum dalam lampiran [ yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.



BAB V

HONORARIUM

Paeal 8

(1) Honorarium dapat diberikan kepada Pelaksana Teknis
Pengelolaan Keuangan Pekon (PTPK Pekon), pelaksana
kegiatan dan pengurus barang;

(2) Honorarium PTPK Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat diberikan seliap buhm,

(3) Honorarium Pelaksana kegiatan gebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diberikan per kegiatan;

(4) Honorarium penguins barang Pekon sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat diberikan setiap bulan;

(5) Bcsaran honorarium sebagahnana dimaksud pada ayat (1)
dit^topkan aehagaimann tercantum dalam lampiran H yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

BAÖ VI
SOMBER PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN

DAN HONORARIUM

Paxal 9

Pcnghasihm tetap Kcpala Pckun, PerHiigkat Pekon, dan
Tunjangan Kepala Pekon, Perangkat Pekon, Pengurus Radan
Hippun Pemekonan dan Tunjangan Rukun Tetangga yang
berkedudukan di Pekon bersumber dari AAokasi Dana Pekon yang
ditetapkan dalam APBPekon sexual dengan ketentuan
perundong undangan yang beriaku,

Pasal 10

(1) Honorarium PTPK Pekon berffumber dari Alokaai Dana
Pekon;

(2) Honorarium pelaksana kegiatan dapat bersumber dari
Alokaei Dana Pekon maupun dari Dana Desa;

(3) Honorariurn Pengurius barang Pekon bersumber dari Alokasi
Dana Pekon;

(4) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) ditetapkan dalam APB Pekon sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang bcrlaku.



BAB V
PENUTUP

Pasal 11

PcraturELn Bupad ini miilai bcilaku pada tanggal
diiindangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pcngundangan Peraturan Bup&ti ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditctapkan di Pringpcwu
pado tanggal 9 Januari 2017
PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

dto

YUBA SETIAWAN

Diundangkan di Pnngsewu
pada tanggal 9 Januari 201?

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU

dto

A. BUDiMANPM

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2017 NOMORTS

Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Bina dan Fasilitasi Produk Hukum

Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu,



LAMFfRANIl ; PERATURAN BUPAT1 PRINGSEWU
NOMOR : 12 TAHUN 2017
TANGGAL : 9 Januari 2017

BESARAN HONORARIUM PELAKSANA TEKN1S
PENGELOLAAN KEUANGAN PEKON

NO JABATAN
BESARAN

HONORARIUM (Rp.)
ƒBpljm Mwlnrimai

KETERANGAN

1
Ptmcgang kckuasaan
pengelolaan keuangan Pekon 350.000.00

2 Koordinator Pelaksana Teknis
Pengelolaan Keuangan Pekon

250.000,00

3 Bendahara Pekon 1.000.000,00

BESARAN HONORARIUM PELAKSANA KEGIATAN

1. Ketua Pelaksana kegiatan mendapat honorarium menurut jurnlah pagu
anggaran dengan rincian sebagai berikut ;

No Pagu anggaran
Honorarium

(Rp.) /kegiatan
Maksimal

Keterangan

1 Pagu anggaran s.d 50 juta 300.000.00
2
3

Pagu anggaran 50 juta s.d 100 juta 350.000,00
Pagu anggaran 100 juta s.d 150 juta 400.000,00

4 Pagu anggaran diatas 150 juta 500.000,00

2. Sckretaris Pelaksana kegiatan mendapat honorarium menurut jumlah
pagu anggaran dengan rincian sebagai berikut :

No Pagu ang^ir&n
Honorarium

(Rp.) /kegiatan
Makaiipal

Keterangan

1 Pagu anggaran s.d 50 juta 200.000.00
2 Pagu anggaran 50 juta s.d 100 juta 250,000,00
3 Pagu anggaran 100 juta s.d 150 juta 300.000,00
4 Pagu anggaran diatas 150 juta 350.000,00



3. Anggota Pdaksana kegiatan mendapat honorarium menurut jumlah pagu
anggaran dengan rincifin sebagai berikut :

No Pagu anggaran
Honorarium

(Rp.) /kegialtm
Makaamal

Ketcrangan

= 1 Pagu anggaran s-d 50 juta 150 000 DO

i 2 Pagu anggaran 50 juta s d 100 juta 200 000,00
3 Pagu anggaran lOOjuta s.d 150 juta 250.000,00
4 Pagu anggaran diatas 150 juta 300.000,00

BESARAN HONORARIUM PENGURUS BARANG PEKON

No Jabstan
Hanrotarhun
(Rp.) /bulan

Maksimal
Keterengan

1 Pengurus BarangPekon 150.000.00

PENdABAT BÜPA'H PRINOSEWU,

dto

YUDKSETÏAWAN

Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Bina dan Fasilitasi Produk Hukum

Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu,

WAS



LAMPIRANII : PERATURAN BUPATI PR1NGSEWU
NOMOR : 12 TAHUN 2017
TANGGAL : 9 T*xm*rï 2017

BESARAN HONORARIUM PELAKSANA TEKNIS
PENGELOLAAN KEUANGAN PEKON

NO JABATAN
BESARAN

HONORARIUM (Rp )
/Bulan MaksUnal

KEIKKAHGAN

1 | Pcmcgang kckuasaan
; pcngelolaaa keuangon Pekon 350.000.00

2
[ Koordinator Pelaksana Teknis
! Pengelolaan Keucngan Pekon 250.000,00

3 । Bendahara Pekon 1 000 000,00

BESARAN HONORARIUM PELAKSANA KEGIATAN

1. Ketua Petaksana kegiatan mendapat honorarium memirut jumlah pagu
anggaran dengan rincian sebagai berikut :

No Pagu enggaran
Honorarium

(Rp.) /kegiatan
Maksïmal

Keterangan

""i '
Pagu anggaran s.d 50 juta 300.000.00

2 Pagu anggaran 50 juta s.d 100 juta 350.000,00
3 Pagu anggaran 100 juta s.d 150 juta 400.000,00
4 Pagu anggaran diatas 150juta 500.000,00

2. Sekretaris Pelaksana kegiatan mendapat honorarium menurut jumlah
pagu anggaran dengan rincian sebagai berikut :

No Pagu anggaran
Honorarium

(Rp.} /kegiatan
Maksiinal

Keterangan

1 Pagu anggaran ö-d 50 juta 200.000.00
2 Pagu anggaran 50 juta a.d 100 juta 250.000,00
3 Pagu anggaran 100 juta a.d 150 juta 300.000,00
4 Pagu anggaran diatas 150juta 350.000,00



LAMHRAN I :PERATURAN BUPATI PRENQSEWU

NOMOR : 12 TAHUN2O17
TANGGAL ? 9 Jawiari 2017

BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA PEKON DAN PERANGKAT PEKON,
SERTA TUNJANGAN KEPALA PEKON, PERANGKAT PEKON, PENGURUS BADAN

HIPPUN PEMEKONAN SERTA RUKUN TETANGGA

NO JABATAN

BESARAN

KETERANGAN
PENGHASILAN

TETAP
(Rp)/Bulan

Maksitnal

TUNJANGAN
(Rp-) /Bulan

Maksimal

1 Kepala Pekon 3.000.000,00 500.000.00
2 Penjabat Kepala Pekon - 1500.000,00
3 Sekretaris Pekon 2.100.000,00 350.000,00
4 Kepala Urusan/Seksi 1,500.000,00 250.000,00
5 Kepala Dusun 1.500.000,00 100.000,00
6 KetuaBHP - 500.000,00
7 Wakü Ketua BHP - 400.000,00
8 Sekrctaria BHP - 300.000,00
9 AnggptaBHP - 250.000,00
1Ü i Rukun Tetangga - 450.000,00

PENJABAT BUPATI PRINQGEWÜ,

dto

YUÖA SETIAWAN

WAS

Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Bina dan Fasilitasi Produk Hukum

Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu,
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